
 
 

 

BUPATI TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEGAL 

NOMOR 65 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEGAL, 

Menimbang      :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 
2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856) ;  

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor  Tahun 2025 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 

2025 Nomor); 

 

 

 



 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tegal. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah 

untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun 
nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi. 

10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima 
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga 
Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik 
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian 
pokok pinjaman sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 
b. Belanja Daerah; dan 
c. Pembiayaan Daerah. 

 
 
 

Pasal 3 

(1) Uraian penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 
a. Lampiran I  ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan  
                                jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
b. Lampiran II  rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah,  
                organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,

               jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah  
                                berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD pemberi  
                                hibah; 

d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan  
                                sosial berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD  
                                pemberi bantuan sosial; 
e. LAMPIRAN V daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan  
                keuangan bersifat umum dan khusus yang diterima dan  
                SKPD pemberi bantuan keuangan; 
f. LAMPIRAN VI daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi  
                hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, kota dan     
                                desa; 
g. LAMPIRAN VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan  
                                pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub  
                                kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub  
                                rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
h. LAMPIRAN VIII rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan  

                         pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub  

                         kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub  
                         rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian penjabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran 
VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

 

 Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal 24 Desember 2025 
 

 BUPATI TEGAL, 
 

 
 

ISCHAK MAULANA ROHMAN 
 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal 24 Desember 2025 
 

  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, 
 
 
 
 
AMIR MAKHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 67 
 


